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ABSTRAK 

Klinik Sabila adalah sebuah klinik yang memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Waktu pelayanan Klinik Sabila dari pukul 07.00 WIB sampai 

21.00 WIB. Karyawan di Klinik Sabila pun bekerja selama jam kerja yang 

ditetapkan oleh Klinik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin 

melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi Pembagian Shift 

Kerja Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Pada Klinik Sabila Bandar Lampung).” Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pembagian shift kerja 

menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja di klinik Sabila kota Bandar Lampung? Dan (2) 

Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pembagian shift kerja 

menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila kota Bandar Lampung?  

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field research. Informan pada 

penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 1 orang manager, 1 orang dokter, 2 orang 

perawat, dan 1 orang apoteker, dan 1 oramg cleaning service di Klinik Sabila Kota 

Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwaimplementasi pembagian shift kerja di Klinik Sabila kota Bandar Lampung 

belum sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini dikarenakan di Klinik Sabila 

kota Bandar Lampung karyawan bekerja selama 14 jam dan tidak ada pembagian 

shift kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 

dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Implementasi pembagian 

shift kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di Klinik Sabila kota Bandar Lampung belum sesuai dengan fiqh 

siyasah. Peraturan mengenai pembagian shift kerja terdapat dalam Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 

Kerja, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan. 

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah wajib 

dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 

59. 

Kata Kunci : Pembagian Shift Kerja, Peraturan Pemerintah, dan Fiqh 

Siyasah. 









MOTTO 

 

 

سُىْلَ وَاوُلِى َ وَاطَِيْعُىا الرَّ
ا اطَِيْعُىا اّللّٰ ِ  يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اٰمَنىُْٰٓ

وْهُ الِىَ اّللّٰ الَْْمْرِ مِنْكُمْْۚ فَانِْ تَنَازَعْتمُْ فيِْ شَيْءٍ فرَُدُّ

اَحْسَنُ تَأوِْيْلًا  خِرِِۗ ذٰلكَِ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيَىْمِ الْْٰ
سُىْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنىُْنَ بِالّلّٰ  ٩٥ ࣖوَالرَّ

 

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. An-Nisa (4) : 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah “Implementasi Pembagian Shift Kerja Menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Klinik Sabila Bandar 

Lampung).” Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah : 

1. Implementasi ialah pelaksanaaan atau penerapan.
1
 

2. Pembagian shift kerja adalah proses, cara, perbuatan membagi atau 

membagikan periode waktu dimana suatu kelompok pekerja dijadwalkan 

bekerja dijadwalkan bekerja pada tempat kerja tertentu.
2
 

3. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja adalah peraturan perundang-undangan yang 

berisi tentang ketenagakerjaan.
3
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2007), h 1092. 
2
 Ibid, h 2729. 

3
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/tk/UU13-2003Ketenagakerjaan.pdf diakses pada 31 Agustus 

2020 

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/tk/UU13-2003Ketenagakerjaan.pdf


2 
 

 

4. Perspektif fiqh siyasah yaitu suatu cara atau sudut pandang tentang suatu 

peristiwa mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-

masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur’an 

dan Sunnah.
4
 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah penerapan proses 

membagi periode waktu bekerja menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 

berdasarkan pandangan ketentuan-ketentuan hukum yang terinci di dalam Al 

Qur’an. 

B. Latar Belakang Masalah 

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan 

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur’an 

tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan 

umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara 

(Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur’an, tetapi, unsur-unsur 

dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan 

didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, 

dan persamaan.
5
 

                                                             
4
Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syariah, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2018), 

18. 
5
 Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam (Bandung: 

Angkasa Bandung,2003), 11 



3 
 

 

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak 

dari kata sasa, (سا س – يسو س – سيا سة ) memiliki banyak makna yaitu 

mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.
6
 Sasa juga 

berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 

pembuat kebijakan. Selain ittu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan 

manajemen.
7
 

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis 

Ma’luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat maslahat 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn 

Manzhur mendefenisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
8
 Sedangkan 

di dalam Al Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah 

juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan 

luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar 

keadilan dan istiqomah.
9
 

Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari 

bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana 

                                                             
6
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), 3 
7
 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2007), 74 
8
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), 4 
9
 Ibid, 22 



4 
 

 

diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan : 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.”
10

 

 

Perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk 

mewujudkan kewajiban negara, dengan mengupayakan kebijakan-kebijakan 

di berbagai sektor terutama dalam perluasan kesempatan bekerja.
11

 

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk 

dapat memenuhi kebetuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik 

pekerjaan dengan usaha sendiri maupun bekerja pada pengusaha atau 

majikan. Pekerjaan dengan usaha sendiri maksudnya adalah bekerja atas 

usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Bekerja pada pengusaha atau 

majikan maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada pengusaha atau 

majikan, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena itu ia harus tunduk 

dan patuh pada pengusaha atau majikan yang memberikan pekerjaan 

tersebut.
12

 

Memberikan kepastian hukum di bidang Ketenagakerjaan pemerintah 

bersama legislatif dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan 

dunia usaha mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut dengan UndangUndang 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

                                                             
10

 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. 
11

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 1. 
12

 Zainal Asikin, et. Al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 

2008, 1 



5 
 

 

Pekerja berdasarkan jenis kelamin disebabkan oleh faktor-faktor biologis 

laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor itu adalah anggapan secara psikologis 

bahwa perempuan itu emosional, pasif, submisif dan tidak bisa bekerja keras. 

Sedangkan laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan, lebih perkasa, arif, agresif, 

mandiri dan kuat.
13

 

Hubungan antara pekerja/ buruh dan pengusaha merupakan hubungan 

timbale balik, maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka 

maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena 

itu jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masing akan 

terpenuhi.
14

  

Pengertian kerja shift adalah kerja yang dibagi secara bergantian selama 

waktu 24 jam. Pekerja yang terlibat dalam sistem kerja bergantian atau shift 

kerja, maka rotasi kerjanya akan berubah-ubah waktu kerjanya pagi, sore, dan 

malam hari, sesuai dengan sistem kerja shift rotasi yang ditentukan. Sistem 

kerja shift ada yang memiliki rotasi bersifat lambat dan ada yang bersifat 

cepat. Dalam sistem kerja shift yang memiliki rotasi bersifat lambat, 

pertukaran shift berlangsung setiap bulan atau setiap minggu, misalnya 

seminggu kerja malam, seminggu kerja sore, dan seminggu kerja pagi. 

                                                             
13

Saidah, Sistem Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin (Analisis Gender Terhadap 

Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Muaratoyu Subur Lestari, ejournal Sosiologi, 2013, 

3. 
14

 Ni Wayan Megajayantari.Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam  Jurnal 

Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Edisi I, No. 1 Februari 2013, h 7 
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Sedangkan dalam sistem kerja shift yang memiliki rotasi cepat, pertukaran 

shift terjadi setiap satu, dua atau tiga hari.
15

 

Pada tahun 1960an, peraturan jam kerja shift dibuat selama mungkin, 

sekitar 3-4 minggu. Dasar pemikiran saat itu adalah bahwa para pekerja shift 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat beradaptasi dengan jadwal 

kerja shift rotasi yang baru. Namun sekarang ternyata dasar pemikiran 

tersebut tidak tepat. Setelah beberapa minggu pun para pekerja sebenarnya 

tidak dapat beradaptasi dengan baik, terutama dalam hal tidur.
16

 

Penelitian menunjukkan bahwa kerja shift terutama di malam hari 

merupakan sumber utama dari stres bagi para pekerja terutama yang bekerja 

di pabrik. Para pekerja shift malam lebih sering mengeluh tentang kelelahan 

dan gangguan perut dari para pekerja pagi atau siang dan dampak dari kerja 

shift terhadap kebiasaan makan yang mungkin menyebabkan gangguan-

gangguan perut. Pengaruhnya adalah emosional dan biologis, karena 

gangguan jam tidur atau daur keadaan bangun (wake cycle), pola suhu, dan 

ritme pengeluaran adrenalin. Jadi yang sangat penting bagi pekerja yang 

bekerja pada jam yang berbeda-beda adalah rotasi jam kerja, jam tidur, waktu 

bersama keluarga dan bersosialisasi. 

Di Indonesia jam kerja normal adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 atau 

Senin-Sabtu 08.00-16.00. Namun terkadang perusahaan mesti menggunakan 

shift kerja karena situasi hal tertentu. Sebagai sebuah contoh, dalam bisnis 

penjualan atau jasa, pemilik usaha cenderung akan membagi karyawannya 

                                                             
15

 Asikin, Zainal, et. Al., 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta., 13 
16

 Ibid, 15. 
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dalam dua atau tiga shift kerja agar pelanggan bisa dilayani selama 24 jam. 

Hal ini mungkin saja berlaku pada perusahaan manufaktur, ketika kapasitas 

pabriknya belum mencukupi permintaan jika hanya mengikuti jam kerja yang 

umum. Maka dari itu, jumlah pekerjanya harus dibagi dalam dua shift kerja 

agar mesin produksi bisa digunakan terus menerus.
17

 

Pemerintah memahami bahwa perusahaan atau industri yang sedang 

berkembang mungkin harus memberlakukan shift kerja yang berbeda dari 

perusahaan pada umumnya. Jam kerja, waktu Istirahat kerja dan waktu 

lembur diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja : 

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) ja- 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam 

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 

                                                             
17

 Husni, Lalu., 2007, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

(PERMENKES RI) Nomor 9 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Klinik 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 

spesialistik. Adapun, tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Klinik Sabila adalah sebuah klinik yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Karena berlokasi di tengah lingkungan 

perumahan menjadikan klinik ini sebagai klinik yang mempunyai pasar 

masyarakat umum. Klinik Sabila terletak di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 27 

Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. 

Klinik ini mengusahakan pelayanan holistik untuk setiap pelanggan 

meliputi aspek preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif serta menjalin 

hubungan yang profesional dengan setiap pelanggan. Ini memberi arti baru 

sebuah pelayanan bahwa sehat itu harus lahir batin, sehat fisik dan spiritual 

sehingga membuat hidup terasa begitu indah. 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan dalam memberikan layanan jasa 

kesehatan secara terpadu dan memenuhi kebutuhannya secara tepat, cepat, 

ramah dan bersahabat, dengan fasilitas lengkap seperti pelayanan dokter 

umum, pelayanan dokter gigi, farmasi dan laboratorium. Waktu pelayanan 
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Klinik Sabila dari pukul 07.00 WIB sampai 21.00 WIB. Karyawan di Klinik 

Sabila pun bekerja selama jam kerja yang ditetapkan oleh Klinik.  

Ditinjau dari penjelasan di atas, penulis menduga bahwa Klinik Sabila 

Kota Bandar Lampung belum mengimplementasikan proses membagi 

periode waktu bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pembagian Shift Kerja Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Klinik Sabila Bandar Lampung).” 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada 

penerapan proses membagi periode waktu bekerja menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Penulis meneliti pembagian shift kerja di Klinik Sabila Bandar 

Lampung. 

b. Penulis meneliti perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 
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Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pembagian shift kerja menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila Bandar Lampung? 

2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pembagian shift 

kerja menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila Bandar 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui implementasi pembagian shift kerja menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila kota Bandar Lampung? 

2. Mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pembagian 

shift kerja menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 
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Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Klinik Sabila kota 

Bandar Lampung? 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah 

Implementasi Pembagian Shift Kerja Menurut Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja Perspektif Fiqh Siyasah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan 

dibidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Taufiq Nur Hidayat tentang “Pelaksanaan Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat Bagi Karyawan Sales Marketing Pada PT Ekajaya Motor 

Malang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kententuan waktu kerja 

dan waktu istirahat pada salah satu perusahaan terkait pelaksanaan, 

permasalahan, serta penyelesaian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan Pada 

pelaksanaannya, mengenai waktu kerja dan waktu istirahat yang 
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diberlakukan pada karyawan sales marketing di PT Ekajaya Motor 

Malang, waktu kerja yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan pada 

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, 

dalam pelaksanaan waktu kerja tersebut timbul konsekuensi bagi pihak 

perusahaan maupun bagi pihak karyawan.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Nur Hidayat berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Taufiq Nur Hidayat membahas 

tentang waktu kerja dan waktu istirahat yang diberlakukan pada karyawan 

sedangkan penulis berfokus pada pembagian shift kerja menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. 

2. Penelitian Fachri Avicienna, tentang “Pengaruh Jam Kerja Shift Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Keude Kupie Uleekareng & Gayo Di Medan 

(Studi Kasus Pada Karyawan Keude Kupie Uleekareng & Gayo Medan”. 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh jam kerja shift terhadap 

kinerja karyawan pada Keude Kupie Uleekareng & Gayo Medan yang 

dilatar belakangi oleh rotasi pekerjaan yang bersifat rutin akan 

menimbulkan kebosana atau kejenuhan dimana sengat kerja dan 

kegairahan kerja akan menurun serta untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh jam kerja shift terhadap kinerja karyawan pada Keude Kupie 

                                                             
18

 Taufiq Nur Hidayat, “Pelaksanaan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Bagi Karyawan Sales 

Marketing Pada PT Ekajaya Motor Malang,” (Skripsi IAIN Walisongo, 2020), 2. 
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Uleekareng Medan. Data yang telah diuji menunjukkan adanya pengaruh 

jam kerja shift terhadap kinerja karyawan.
19

 

Penelitian Fachri Avicienna berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Penelitian Fachri Avicienna membahas tentang pengaruh jam 

kerja shift terhadap kinerja karyawan sedangkan penulis berfokus pada 

pembagian shift kerja menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

3. Penelitian Rikit Mala Ratih, tentang “Pengaruh Shift Kerja Terhadap 

Efektivitas Kerja Pegawai (Suatu Studi Pada PT. BKS (Berkat Karunia 

Surya) di Kota Banjar).” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses shift kerja di PT. BKS Kota Banjar untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di PT. BKS Kota Banjar 

dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh shift kerja terhadap efektivitas 

kerja pegawai di PT. BKS Kota Banjar. Hasil dari penelitian dan 

pengolahan data menunjukan bahwa shift kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai pada PT. BKS (Berkat 

Karunia Surya) di Kota Banjar.
20

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rikit Mala Ratih berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Rikit Mala Ratih membahas 

tentang pengaruh shift kerja terhadap efektivitas kinerja karyawan 

                                                             
19

 Fachri Avicienna, “Pengaruh Jam Kerja Shift Terhadap Kinerja Karyawan Pada Keude 

Kupie Uleekareng & Gayo Di Medan (Studi Kasus Pada Karyawan Keude Kupie Uleekareng & 

Gayo Medan,” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020), 2. 
20

 Rikit Mala Ratih, “Pengaruh Shift Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Suatu Studi 

Pada PT. BKS (Berkat Karunia Surya) Di Kota Banjar),” (Skripsi IAIN Kediri, 2020), 2. 
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sedangkan penulis berfokus pada pembagian shift kerja menurut Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Untuk memperoleh data data yang diinginkan 

sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari 

perilaku yang dapat diamati. 

 

 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field research, yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di 

lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.Penelitian ini merupakan 



15 
 

 

penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.
21

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudakan untuk memberikan data sedetail 

mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengankeadaan yang 

ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan mengambarkan 

secara lengkap. 

2. Sumber Data 

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan 

untuk menyusun sebuah informasi. Yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan 

Klinik Sabila Kota Bandar Lampung. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, dan situs internet. 

3. Populasi dan Sampel 
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a. Populasi 

Dalam penelitian, populasi didenifisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
22

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan Klinik Sabila Kota Bandar 

Lampung yang berjumlah 6 orang yaitu 1 orang manager, 1 orang 

dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang apoteker, dan 1 oramg cleaning 

service di Klinik Sabila Kota Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili 

data yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel untuk sebuah 

penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang 

dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 1 orang manager, 1 orang 

dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang apoteker, dan 1 oramg cleaning 

service di Klinik Sabila Kota Bandar Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

                                                             
22
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12. 



17 
 

 

a. Observasi 

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang 

teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data 

sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengungkapkan kelabihan dan kesulitan dalam penerapan 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Jenis wawancara ini cocok 

sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini ditujukan kepada 6 orang yaitu 1 orang manager, 1 

orang dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang apoteker, dan 1 oramg 

cleaning service di Klinik Sabila Kota Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 



18 
 

 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk 

menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu 

dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
23

 

5. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan 

analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data 

dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan 

data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis 

(analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama 

dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. 

b. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan 
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dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang 

didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan. 

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah 

dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang 

diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipihah dalam 

bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang 

diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui 

referensi. 

c. Verifying (Verifikasi) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan 

dalam penelitian. 

 

d. Concluding (Kesimpulan) 

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir 

dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan 

menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini 

disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses 

pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, 

classifying, verifying analyzing.
24
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6. Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian 

kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis 

dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. 

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan 

sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis 

dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Metode deduktif berasal dari 

bahasa inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-

keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.
25

 Deduktif adalah 

cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola 

pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah 

pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi metode deduktif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah cara analisis kesimpulan umum yang diuraikan menjadi 

contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum menjadi 

khusus. 

  

                                                             
25
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, Fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian kerja, 

pengertian shift kerja, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan tentang fiqh siyasah. 

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, 

praktik pembagian shift kerja di Klinik Sabila Kota Bandar Lampung. 

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang pelaksanaan pembagian shift kerja di 

Klinik Sabila Kota Bandar Lampung menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta 

perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembagian shift kerja di Klinik 

Sabila Kota Bandar Lampung.  

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta 

rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan. 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyāsah 

1. Pengertian Fiqh Siyāsah 

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari 

masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.
1
 Walaupun di 

dalam Al Qur’an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah 

atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu 

bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al 

Qur’an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, dapat ditemukan didalamnya.
2
 Beberapa prinsip pokoknya antara 

lain musyawarah, keadilan, dan persamaan. 

Kata siyāsah  yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak 

dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, 

pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain ittu, 

siyāsah  juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. 

                                                             
1
 Relit Nur Edi, “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),” Jurnal Asas 

Volume 6, no. 2 (2014): 2, https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-

hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf. 
2
 Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran,” Jurnal Asas Volume 9, no. 1 

(2017), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214. 
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Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyāsah 

adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis 

Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyāsah  adalah membuat maslahat 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
3
  

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefenisikan Siyāsah sebagai mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, siyāsah  adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkan. Siyāsah juga berarti ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, 

yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.
4
 

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan 

bahwa siyāsah  berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. 

Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur 

mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, 

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam 

hubungannya dengan kehidupan masyarakat.
5
 

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur’an dan Hadis Nabi dikenal 

dengan istilah Siyāsah syar'iyyah yakni Siyāsah yang dihasilkan oleh 

                                                             
3
 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), 24. 
4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007). 
5
 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII Press, 

2007), 23. 
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pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup 

manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyāsah syar'iyyah disebut juga 

politik ketatanegaraan yang bersifat syar’i.
6
 

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam 

konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan 

prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar 

yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis 

nabawi.
7
 Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan 

bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-

batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya 

secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan utuk berijtihad disana, 

kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini 

sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi : 

ا ًَ ُْهىُْ  فَبِ ٍْ حَىْنكَِ ۖ فَاعْفُ عَ ىْا يِ َْفَضُّ ُْتَ فظًَّّا غَهِيْظَ انْقهَْبِ لََ ِ نُِْتَ نَهىُْ ۚ وَنَىْ كُ
ٍَ اّللّه ةٍ يِّ ًَ وَاسْتغَْفزِْ نَهىُْ  رَحْ

 ًُ َ يحُِبُّ انْ
ٌَّ اّللّه ِ ۗ اِ

ٍَ تَىَكِّ وَشَاوِرْهىُْ فىِ الََْيْزِۚ فَاذَِا عَشَيْتَ فَتَىَكَّمْ عَهىَ اّللّه  ٩٥١ هِيْ

 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. (Qs. Ali-Imran (3) : 159) 

                                                             
6
 Ibid., 10. 
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 M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” AS-

SIYASI: Journal of Constitutional Law Volume, no. 1 (2021): 11, 
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Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat 

perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad Saw 

mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para 

tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada 

Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan 

membayar sejumlah tebusan.  

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi 

dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan 

dua sahabtnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan 

pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran 

Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq. 

2. Kedudukan Fiqh Siyāsah 

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah (Siyāsah  

Syar'iyyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu 

sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika 

hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqih siyāsah  di dalam 

sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam 

dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada 

Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia 

dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah).
8
 

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami 

perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. 

                                                             
8
 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2007), 24. 
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Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang 

menyangkut hak-hak sesama manusia.
9
 Ketentuan-ketentuannya dijelaskan 

secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan 

ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.
10

 

Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan 

oleh Al Qur’an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, 

sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan 

dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh 

adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum 

terutama Al Qur’an dan Hadis. Fiqh Siyāsah atau Siyāsah Syar'iyyah adalah 

otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai 

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat 

dalil tertentu.
11

 

Fiqh Siyāsah atau siyāsah  syar'iyyah berarti politik menurut ajaran 

syari’at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran 

Islam. Siyāsah  syar'iyyah atau fiqh siyāsah  lebih terbuka (dinamis) dari 

pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. 

Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap 

                                                             
9
 Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan 

Substansi Dan Struktur Hukum,” AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 2 
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siyāsah  syar'iyyah. Dalam fiqh siyāsah  pemerintah bisa menetapkan suatu 

hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan 

kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia Dapat disimpulkan bahwa fiqh 

Siyāsah  mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis 

dalam masyarakat Islam.
12

 

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat 

muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah 

membutuhkan siyāsah  syar'iyyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh 

jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyāsah  

(siyāsah  syar'iyyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa 

merugikan dirinya. Fiqh siyāsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah 

pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga 

menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah  

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian 

fiqih siyāsah (siyāsah  syar'iyyah) diantaranya ada yang menetapkan lima 

bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga 

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian fiqh siyāsah  menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini 

semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. 
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T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya 

Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan 

bidang, delapan bidang sebagai berikut : 

a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyāsah 

Dusturiyyah Syar’iyyah). 

b. Kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyāsah Tasyri’iyyah 

Syar’iyyah). 

c. Kebijaksanaan peradilan (Siyāsah Qadha`iyyah Syar’iyyah). 

d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâliyyah Syar’iyyah). 

e. Kebijaksanaan administrasi negara (Siyāsah Idariyyah Syar’iyyah). 

f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyāsah 

Dauliyyah/Siyāsah  Kharijiyyah Syar’iyyah). 

g. Politik pelaksanaan undang-undang (Siyāsah Tanfîdziyyah Syar’iyyah). 

h. Politik peperangan (Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah).
13

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah 

(Siyāsah Syar’iyyah) mencakup : 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyāsah Dusturiyyah). 

b. Ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâliyyah). 

c. Peradilan (Siyāsah Qadha`iyyah). 

d. Hukum perang (Siyāsah Harbiyyah). 

e. Administrasi negara (Siyāsah `Idariyyah).
14
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Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang 

kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan 

internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh 

siyāsah  (siyāsah  syar’iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, 

hubungan internasional dan keuangan negara.
15

 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyāsah (siyāsah 

syar’iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyāsah 

meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan 

kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah 

yang mencangkup siyāsah  penetapan hukum, siyāsah  peradilan, siyāsah  

administrasi dan siyāsah  penerapan hukum. siyāsah dusturiyyah adalah 

siyāsah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, 

hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyāsah dusturiyyah membahas 

tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-

undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau 

eksekutif.
16

 

Selain bidang siyāsah dusturiyyah. Pembahasan fiqih siyāsah (siyāsah 

syar’iyyah) adalah Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu siyāsah yang 

berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan 

negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam 
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15
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situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh 

Siyāsah  adalah Siyāsah Maliyyah dan Siyāsah Harbiyyah. Siyāsah 

Maliyyah yaitu siyāsah yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara 

Sedangkan Siyāsah Harbiyyah, yaitu siyāsah yang mengatur tentang 

peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
17

 

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyāsah , maka secara spesifik fiqih 

siyāsah yang digunakan yakni Siyāsah  Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyāsah 

Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang 

mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan 

masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, 

tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam 

ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. 

Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.
18

 

Bidang-bidang Siyāsah Syar’iyyah bukan harga mati yang tak dapat 

ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyāsah Syar’iyyah dapat berbeda-beda antara 

satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang 

memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyāsah Syar’iyyah 

itu antara lain perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat 

pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-

masing.
19
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Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup 

sari Siyāsah Syar’iyyah. 

4. Kriteria Fiqh Siyāsah 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang kekuasaan harus 

sesuai dengan semangat syari’at. Kebijakan politik yang dikeluarkan 

kekuasaan disebut Siyāsah Wad’iyah (sumber-sumber hukum Islam yang 

tidak berasal dari wahyu). Namun siyāsah wad’iyyah harus tetap diseleksi 

dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak 

sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyāsah Syar’iyyah dan tidak boleh 

diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: 

”Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada 

Allah”. 

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar’iat 

maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh 

penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi : 
ٌْ تََُاسَعْتُ  ُْكُىْۚ فَاِ سُىْلَ وَاوُنىِ الََْيْزِ يِ َ وَاطَِيْعُىا انزَّ

ا اطَِيْعُىا اّللّه يَُىُْٰٓ ٍَ اه ٰٓايَُّهاَ انَّذِيْ ِ يه وُِْ انِىَ اّللّه ىْ فيِْ شَيْءٍ فزَُدُّ

 ٌْ سُىْلِ اِ ٍُ تَأوِْيْلًًّ وَانزَّ اَحْسَ نكَِ خَيْزٌ وَّ خِزِۗ ذه ِ وَانْيَىْوِ الَْه
ٌَ بِالّلّه ُْتىُْ تؤُْيُِىُْ  ٥١ ࣖكُ

 

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59) 
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Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan 

harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan manusia di depan 

hukum dan pemerintahan. 

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya  

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
20

 

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. 

Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal 

langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak 

luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. 

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban 

agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia 

agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip 

dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum 

Islam ada sepuluh, yaitu: 

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan. 

                                                             
20

 Fikri, “Fleksibelitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” 1. 
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b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal 

menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau 

kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan. 

c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan. 

d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang 

bersifat umum. 

e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang 

berat. 

f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang. 

g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang 

diperlukan. 

h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan 

kemaslahatan.
21

 

5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah 

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaram yang dijadikan 

dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari 

pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir 

Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut: 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 

b. Prinsip musyawarah. 

c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia . 

d. Prinsip persamaan. 

                                                             
21

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 

2017), 32. 
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e. Prinsip ketaatan rakyat. 

f. Prinsip keadilan. 

g. Prinsip peradilan bebas. 

h. Prinsip perdamaian. 

i. Prinsip kesejahteraan.
22

 

B. Shift Kerja 

1. Pengertian Shift Kerja 

Shift kerja merupakan periode waktu 24 jam yang satu atau 

kelompok orang dijadwalkan atau diatur untuk bekerja di tempat kerja. 

Shift kerja didefinisikan sebagai suatu periode waktu yang dikerjakan 

oleh sekelompok karyawan yang mulai bekerja ketika kelompok yang 

lain selesai. Shift kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu 

tertentu. Sistem shift merupakan suatu sistem pengaturan kerja yang 

memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia 

untuk mengoperasikan pekerjaan.  

Sistem shift digunakan sebagai sebuah cara yang paling 

memungkinkan untuk memenuhi tuntutan akan kecenderungan semakin 

meningkatnya permintaan barang-barang produksi. Shift kerja yang 

mendasar adalah waktu dari sehari seorang karyawan harus berada di 

tempat kerja. Dengan definisi ini, semua karyawan yang dijadwalkan 

berada di tempat kerja secara teratur, termasuk karyawan harian, adalah 

karyawan shift. 

                                                             
22

 Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Fikih 

Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam, 34. 
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Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa shift 

kerja adalah sebuah periode waktu yang mengharuskan para karyawan 

berada di tempat kerja secara teratur, dimana dilakukan bergantian secara 

kelompok dalam rentang waktu 24 jam. 

2. Pembagian Shift Kerja 

Sistem shift kerja dapat berbeda antar instansi atau perusahaan, 

walaupun biasanya menggunakan tiga shift setiap harinya dengan 

delapan jam kerja setiap shift. Menurut William (1992) dikenal dua 

macam sistem shift kerja, yaitu : 

a. Sistem Shift Permanen  

Shift permanen adalah dimana para karyawan bekerja pada 

shift yang tetap setiap harinya selama delapan jam. Karyawan yang 

bekerja pada shift malam yang tetap adalah orang-orang yang 

bersedia bekerja pada malam hari dan tidur pada siang hari.  

b. Sistem Rotasi  

Pada sistem rotasi, para karyawan tidak bekerja terus-menerus 

pada shift yang tetap. Terdapat dua sistem rotasi, yaitu sistem rotasi 

shift cepat dimana karyawan bekerja secara bergilir dengan periode 

rotasi kerja dan hari libur (setelah shift malam) 2-3 hari; serta sistem 

rotasi shift lambat dimana merupakan kombinasi antara sistem shift 

permanen dan sistem rotasi shift cepat dengan bentuk mingguan, dua 

mingguan atau bulanan. Shift rotasi adalah shift yang paling 
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mengganggu irama circardian dibandingkan dengan shift permanen 

bila berlangsung dalam jangka waktu panjang. 

Kuswadji (1997) membagi shift kerja secara umum menjadi shift 

pagi, shift siang, dan shift malam dimana masing-masing karyawan akan 

mengalami delapan jam kerja yang sama selama 24 jam. 

a. Shift Pagi  

Shift pagi adalah shift yang beroperasi mulai dari pukul 06.00 

sampai 14.00. Namun, terdapat juga perusahaan yang mulai 

beroperasi pada pukul 07.00, sehingga berakhir pada pukul 15.00. 

Bekerja pada shift pagi memberikan dampak positif bagi karyawan 

karena dianggap dapat memberikan waktu luang lebih dan waktu 

yang banyak bersama keluarga. 

b. Shift Siang  

Shift siang mulai beroperasi dari pukul 14.00 sampai 22.00. 

Bagi perusahaan yang shift paginya beroperasi pada pukul 07.00, 

shift siang akan dimulai dari pukul 15.00 sampai 23.00. Karyawan 

yang bekerja pada shift siang akan memiliki kehidupan sosial yang 

kurang baik. Selain itu, kebiasaan pulang malam juga dapat 

membahayakan keselamatan pribadi, terutama jika berada di kota-

kota besar yang memiliki angka kriminalitasnya cukup tinggi. 

 

 

c. Shift Malam  
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Pada perusahaan yang shift siangnya berakhir pada pukul 

22.00, shift malam akan dimulai dari pukul 22.00 sampai 06.00, 

sedangkan shift siang perusahaan yang berakhir pada pukul 23.00, 

shift malam akan dimulai pada pukul 23.00 sampai 07.00. Para 

karyawan yang bekerja pada shift malam akan memiliki masalah 

pada kehidupan sosial dan keluarga, memiliki gangguan tidur karena 

bising pada siang hari, serta waktu luang yang sering terbuang. 

Perubahan kerja shift, dari shift pagi atau shift siang menjadi shift 

malam, menurut Grandjean (1988) akan mengganggu circadian rhythm 

yang akhirnya mengganggu semua fungsi organ tubuh. Menurut National 

Transport Comission (2006) dalam Ariani (2009), circadian rhythm 

adalah siklus alamiah tubuh yang mengatur pola tidur, suhu tubuh, 

pencernaan, serta fungsi tubuh lainnya yang terus berulang selama 24 

jam. 

Menurut Lee et al. (2014), pengaturan waktu kerja (work schedule) 

sangatlah penting. Metode pengaturan kerja yang sering digunakan di 

industri jasa adalah :  

a. Shift Work  

Shift kerja adalah metode tradisional dalam mengatur waktu 

kerja, yang memungkinkan perusahaan untuk memperpanjang jam 

operasional karyawan lebih dari jam kerja pada umumnya. 
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b. Night Work  

Night Work merupakan bagian dari shift work, baik yang tetap 

maupun yang bergilir, terutama digunakan dalam industri yang 

menerapkan shift kerja.  

c. Weekend Work  

Sebagai industri yang beroperasi 24 jam setiap harinya, 

karyawan diharuskan untuk bekerja pada akhir minggu. 

3. Alasan Penggunaan Shift Kerja 

Menurut Riggio (1999), meskipun mayoritas pekerja bekerja 

dengan jadwal kerja yang normal, yaitu dari pukul 09.00 sampai dengan 

pukul 17.00, namun semakin banyak juga pekerja yang mulai bekerja 

dengan jadwal kerja alternatif. Seiring dengan perkembangan dan 

tuntutan dunia usaha, jadwal kerja alternatif seperti shift kerja menjadi 

semakin dibutuhkan. Ada beberapa alasan penting yang mendorong 

perusahaan untuk menggunakan sistem shift kerja, yaitu : 1. Banyak 

industri yang berorientasi pada kegiatan produksi (productionoriented) 

yang harus beroperasi selama 24 jam guna memenuhi permintaan atas 

barang yang ia produksi. Selain itu industri penyedia jasa, seperti hotel 

dan rumah sakit, juga membutuhkan pekerja selama 24 jam agar dapat 

memberikan jasanya secara maksimal. Hal tersebut mendorong industri 

untuk menerapkan sistem tiga shift. 2. Semakin banyak toko-toko, 

restoran, serta bisnis retail lainnya yang memperpanjang waktu 

operasionalnya hingga malam hari, sehingga membutuhkan lebih dari 
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satu pekerja dan lebih dari satu waktu kerja. 3. Karyawan dapat lebih 

fleksibel dalam mengatur kepentingan dan kebutuhannya dengan waktu 

kerja. 

4. Dampak Shift Kerja 

Coleman (1995) berpendapat bahwa terdapat tiga jenis dampak shift 

kerja, yaitu:  

a. Job Performance  

Job performance adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kondisi fisik seseorang sangat 

berpengaruh terhadap job performance orang tersebut. Hal ini 

dikarenakan kondisi tubuh yang lelah tidak memungkinkan 

seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

baik. Sebuah database tentang karyawan shift di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa sebanyak 59% karyawan tertidur ketika bekerja 

pada shift malam, 28% pada shift pagi, dan 22% pada shift siang. 

Penyesuaian tubuh terhadap perubahan jadwal kerja membuat tubuh 

sulit untuk beradaptasi, sehingga seringkali berdampak pada rasa 

kantuk yang berlebihan. Rasa kantuk ini menyebabkan 68% 

karyawan shift memiliki performa yang buruk. Selain rasa kantuk, 

shift kerja juga dapat menyebabkan kelelahan kerja pada karyawan. 

Kelelahan kerja sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap job performance, yaitu kelelahan kerja dapat menyebabkan 
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pekerja mengalami operational error, kecelakaan kerja, serta 

penurunan kualitas hasil produksi. 

b. Personal Health  

Kerja shift memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, yaitu 

ketidakmampuan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan rasa 

kantuk yang berlebihan selama waktu kerja. Dampak negatif lainnya 

yaitu gangguan kesehatan secara fisik dan mental, seperti depresi, 

rasa cemas, gangguan tidur, pelemahan daya ingat, tekanan darah 

tinggi, gangguan kesehatan jantung, dan obesitas. Sebanyak 49% 

karyawan mengalami obesitas walaupun 34% diantaranya makan 

pagi secara teratur. Kurang konsistennya jadwal makan dan kurang 

tersedianya makanan yang sehat sepanjang waktu berkontribusi 

terhadap tingginya tingkat obesitas.  

c. Social and Domestic Factors  

Pembagian shift kerja dapat menyebabkan seorang karyawan 

yang sudah berkeluarga atau karyawan wanita akan mengalami 

kesulitan dalam membagi waktu untuk bersosialisasi, berkomunikasi 

dengan anggota keluarga lain, dan melakukan aktifitas religius. Di 

samping itu, shift kerja juga menjadi salah satu faktor penyebab 

perceraian bagi beberapa karyawan karena kurangnya waktu untuk 

berkumpul bersama. 

C. Dasar Hukum Pembagian Shift Kerja 
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Pemerintah memahami bahwa perusahaan atau industri yang sedang 

berkembang mungkin harus memberlakukan shift kerja yang berbeda dari 

perusahaan pada umumnya. Jam kerja, waktu Istirahat kerja dan waktu 

lembur diatur dalam pasal Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan: 

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) ja- 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam 

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

(PERMENKES RI) Nomor 9 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Klinik 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 

spesialistik. Adapun, tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
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dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
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